
BUPATI IIALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURATI DAERAII I(ABUPATEN IIALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TATIUN 2O2L

TENTANG
PTRUBAHAIY ATAS PERATURAN DAERAH IIIOMOR 6 TAHI'N 2OL6
TEIITAII G PTMBEITTUKAIIT DAIT SUSUIITAN PIRAII GKAT DAERAII

KABUPATEIT HALMATIERA BARAT

DEITGAIT RATIMAT TUTIAN YAITG MAIIA ESA

BI'PATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa mencermati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan
memperhatikan kondisi keuangan daerah yarrg sedang mengaliami defrsit
dan kondisi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung menurun serta
dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah
pandemic Covid-19 (dilakukan Refocusing Ernggaran oleh Pemerintah
Pusat) yang berimplikasi merosotrrya perputaran ekonomi masyarakat,
maka guna efrsiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan
penataan kembali organisasi perangkat Daerah untuk diubah dan
disesuaikan sehingga mencerminkan sebuah Organisasi Perangkat
Daerah "Ilemat Struktur Kaya E*ungsi";

b. bahwa perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a,
adalah sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten HaLrrahera
Barat Nomor 77O|O7/2O2L tangal 18 Jwi 2O21 tentang Persetujuan
DPRD Kab. HaLnahera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Perrrbahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjadi
Peraturan Daerah, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor
O6I-111522/SETDA tanggal 7 Juli 2O2l perihal: Penyampaian Hasil
trvaluasi Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Keputusan
Pimpinan DPRD Kab. HaLnahera Barat Nomor L70l7ll2o21 tanggal 4
Agustus 2O2l tentang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Perubahan
Nomenklatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta Nomor
Register Gubernur Maluku Utara Nomor: 188.34/53/B.HUKUM tanggal
1O Agustus 2O21 Perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten
Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkal Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat tentalg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahsl'a Barat'

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalarn Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentalg Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Hatnahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undalg-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgan Negara
sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun
2O2O tentang Kebijakal Keuangal Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19)
dan/atau dalam Ralgka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan / at au Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang PerbendaharaarL Negara
sebagaimalz diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun
2O2O tentalg Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangal
Penanganan Pandemi COVID-l9 dan/atalu dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangal;

6. Undalg-undang Nomor 12 Tahun 2O1-L tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2}ll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O1.I tentalg Penilaian Prestasi
Keq'a Pegawai Negeri Sipil;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahttn 2Ol9 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2I tentalg Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;
l4.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ot5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perangkat
Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

l6.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan
Kabupaten/KoIa;

lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2OL9 tentang Klasilikasi,
Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

l8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2027 tentang Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

lg.Peraturan Daerah Kabupaten Helmahera Barat Nomor 6 Tahun 2OL6
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera
Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAISLAIIT RAI(YAT DAERATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAIIERA BARAT

MIMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAN DAERAH
KAE}UPATEN FIALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2OL6 TtrNTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.
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PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2076 tentang Pembentukan dan Susulan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
diubah dan diganti dengal rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diganti dan diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

a) Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A

b) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tipe B

c) Inspektorat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Tipe A

d) Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;

3. Dinas Penrmahan, Kawasan Permuklman dan Lingkungan Hidup Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemeriutahan bidang Pemmahan, Kawasan
Permuklman dan Linglnrngan Hidup;

4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A,
menyelenggarakan urus€ur pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perenpuan dan Perlindungan Anak Tipe A'
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberda5raan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

6- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataal Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Perhubungan;

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

10. Dinas Pemberdayaal Masyarakat dal Pemerintahan Desa Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dal
Pemerintahan Desa;

11. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pariwlsata Kepemudaan dan Olahraga;

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perpustakaan dal Kearsipal;

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kependudukal dan Pencatatan Sipil;

14. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tipe C, menyelenggarakan umsan
pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;

15. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan;

16. Dlnas Pertaniaa dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertaaiau dan Ketahauan Pangan;

B. Ketentuan Pasal L2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 12
(1) Untuk mel,aksanakal urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah, maka dibentuk Badan Kesatual Bangsa dal Politik Daerah Tipe C.
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C. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang
baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

D. Ketentuan Pasal 15 cabut dan disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 15A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah segera
merealisasikan penyederhanaan Birokrasi dan penyetaraan Birokrasi sebagaimana jadwal
yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Agustus 2O2l

BUPATI HALMNIPRA BARAT , g'/

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Agustus 2O2L

SIKRETARIS DAERATI
KABUPATEIT HALMAIIERA BARAT,

M. SYATI ABD. RADJAI(

Nomor Register Pemerintah Propinsi Malulctt Utara ( 2 / 2O21)
Lembaran Daerah Kabupaten HaLmahera Barat Tahun 2O2l Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

t Daerah Kab. Halmahera Barat

Asisten Bid, pem & Arlm Umum
Staf Sahli Bid. Hukpol
Kabag Hukurrr & Organisasi

K. Lalomo, S.II., LL.M.



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABTIPATEN IIALMAHIRA BARAT

NOMOR 2 TATIUN 2O2I
TEIITAITG

PERUBAIIAIT ATAS PERATURAIT DAERAII NOMOR 6 TAHTIN 2OL6
TEITTANG PEMBEITTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DATRAII

KABTIPATEIT HALMAIIERA BARAT

I. UMUM

bahwa mencermati perubahan beberapa regulasi terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2076 tentang Perangkat Daeralr, dan memperhatikan kondisi
keuangan daerah yang sedang mengalami defisit dan Pendapatan Asli Daerah yang
stagnan serta dinamika situasi kondisi terkini sebagai dampak marebaknya wabah
pandemic Covid-19 (dilakukan Refoatsing angga.ra.n oleh Pemerintah Pusat) yang
berimplikasi merosotnya perputaran ekonomi masyarakat cenderung menurun,
maka guna efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan efektivitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali
Organisasi Perangkat Daerah untuk diubah dan disesuaikan sehingga
mencerrninkan sebuah Organisasi Perangkat Daerah "Hemat Stnrktur Kaya
tr\rngsiD;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jeias

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15A
Cukup jelas

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O2l Nomor : 2


